
 

 BUPATI BANJAR 
  PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  24  TAHUN 2013  
 

TENTANG 

 
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN  

PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANJAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BANJAR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan dalam rangka 

melaksanakan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan laut 
secara terpadu di daerah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan 
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Kabupaten Banjar Tahun 2010-2030; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Banjar; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat  Nomor 3 tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 
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  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4739);  

   13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan  Wilayah 
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah 

pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.08/Men/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengelolaan  Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil; 

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.14/Men/2009 tentang Mitra Bahari; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Perangkat 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 

 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 

Nomor 5); 

 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009  tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Banjar; 
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   MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN 
BANJAR TAHUN 2010-2030. 

 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Bupati adalah Bupati Banjar. 

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar. 

4. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya 

disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor 
untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, 

sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indicator 
yang tepat untuk memantau rencana tingkat regional. 

5. Pengelolaan wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  adalah  suatu proses 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya 
pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan 
pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu 

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
Pasal 2 

 

(1) RSWP3K Tahun 2010 – 2030 sebagai pedoman bagi Daerah dalam 
melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 
jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan RSWP3K Tahun 2010 – 2030 setiap 5 (lima) 

tahun sekali. 

Pasal 3 

 
(1) Sistematika RSWP3K Tahun 2010 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 sebagai berikut : 

 

a.  BAB I : Pendahuluan 

 
b.  BAB II : Gambaran Umum Wilayah 

 

c.  BAB III : Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan 
 

d.  BAB IV : Kaidah pelaksanaan dan pemantauan 

 
(2) RSWP3K Tahun 2010 - 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 

dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.   
 

Ditetapkan di  Martapura 
pada tanggal  27 Mei 2013 

BUPATI BANJAR, 

ttd 
 

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal  27 Mei 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

                             ttd 

                H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR   24 

       
 
 


